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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai 

analisis perbuatan restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak, 

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a) Restrukturisasi dapat digunakan baik oleh PUJK maupun 

konsumen atau masyarakat sebagai salah satu cara untuk 

menyelesaikan perjanjian pembiayaan yang mengalami 

permasalahan dalam pemenuhan kewajiban oleh  konsumen selaku 

pihak debitur. Hanya saja, restrukturisasi perjanjian pembiayaan 

ini rawan digunakan oleh lembaga pembiayaan selaku PUJK 

sebagai media untuk melakukan kecurangan, sehingga 

diperlukannya perlindungan bagi konsumen demi menghindari 

konsumen dari kecurangan tersebut. Ketentuan mengenai 

perlindungan konsumen dalam proses restrukturisasi perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan secara sepihak berkaitan dengan Pasal 

1320 ayat (1) KUHPerdata serta Pasal 28 dan 32 ayat (1) POJK 

6/2022. PUJK dilarang melakukan perubahan atas perjanjian 

pembiayaan secara sepihak tanpa sepengetahuan konsumen baik 

itu dalam proses restrukturisasi maupun di luar restrukturisasi. 

Bagi PUJK yang melanggar, maka dapat dikenakan sanksi yang 

diatur dalam Pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022. Untuk dapat 

melindungi konsumen dengan baik, bilamana terjadi 

restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak, konsumen 

dapat mengadukan permasalahan tersebut ke lembaga pembiayaan 

terkait maupun diadukan ke OJK. Selain itu, permasalahan juga 

dapat diselesaikan melalui berbagai upaya hukum, mulai dari 

penyelesaian di luar pengadilan sampai penyelesaian di dalam 

pengadilan. 
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b) Dalam POJK 6/2022, diatur mengenai ketentuan klausul-klausul 

yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pembiayaan, salah 

satunya ialah klausul pembatasan upaya hukum. Upaya hukum 

atau upaya penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan 

diutamakan harus dilakukan oleh pihak yang bersengketa (dalam 

hal ini lembaga pembiayaan dan konsumen) secara internal terlebih 

dahulu. Namun, apabila hal tersebut tidak mencapai suatu 

kesepakatan baru atau tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka 

pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian 

sengketa lain yakni mengajukan gugatan melalui Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS 

SJK) maupun lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan yang 

telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan OJK Nomor 6/2022. Bila 

penyelesaian sengketa hendak dilakukan melalui lembaga 

peradilan, maka dapat diajukan gugatan melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Terhadap keberatan atas putusan dari 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dapat juga diajukan 

permohonan keberatan ke lembaga peradilan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diperoleh, Penulis 

menyampaikan saran: 

1. Bahwa Penegak Hukum harus menegakkan aturan terkait 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa 

keuangan, dalam hal ini konsumen lembaga pembiayaan. Seperti 

dalam melakukan penegakan hukum, baik itu Arbiter, Mediator 

maupun Majelis Hakim harus dapat melihat apakah kasus 

restrukturisasi perjanjian pembiayaan sudah sering terjadi pada 

konsumen lembaga pembiayaan dan bagaimana dampaknya 

terhadap konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor 

pertimbangan dalam penegakan hukum dan pemberian 

perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat. 
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2. Bahwa PUJK hendaknya berupaya untuk menjaga kepercayaan 

konsumen dengan berlaku jujur, adil kepada konsumen. Salah satu 

bentuknya adalah dengan tidak melakukan restrukturisasi secara 

sepihak pada perjanjian pembiayaan dan tidak melakukan 

tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan konsumen dan 

melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Bahwa konsumen atau masyarakat harus lebih cermat dan berhati-

hati dalam memilih lembaga keuangan yang baik untuk melakukan 

transaksi pembiayaan. Pastikan untuk membaca dan memahami 

segala ketentuan yang ada di dalam perjanjian sebelum melakukan 

penandatanganan perjanjian pembiayaan. Konsumen juga harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas 

perjanjian pembiayaan di kemudian hari untuk menghindari 

adanya wanprestasi selama perjanjian pembiayaan berlangsung.  
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